
WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 46 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 16 TAHUN 2019 

TENTANG TATA CARA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN 

ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

bahwa dalam rangka efisiensi dan kepastian dalam 

pelaksanaan seleksi Anggota Dewan Pengawas Dan 

Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah pengisian 

jabatan anggota dewan pengawas dan anggota direksi 

Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu membentuk 

Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan 

Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Seleksi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi 

Badan U saha Milik Daerah. 

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 

17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 

Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota

Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

0 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapakali dirubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 

6. 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243); 



3 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat 

Republik Indonesia 

Daerah 

Tahun 

(Lembaran Negara 

2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

· Nomor 5887); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 

tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6173) 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik: 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan 

Daerah Air Minum; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 

201 7 ten tang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat 

Milik Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 

2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian 



Menetapkan 
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Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris 

Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 

Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2004 

Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah 

Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 11); 

17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 

Nomor 4); 

18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 

6); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 16 TAHUN 

2019 TENTANG TATA CARA SELEKSI ANGGOTA DEWAN 

PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA 

MILIK DAERAH 

Pasal I 

Pasal 5 Peraturan W alikota Blitar Nomor 16 Tahun 2019 ten tang Tata Cara 

Seleksi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan U saha Milik 

Daerah diubah sebagaimana berikut: 
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Pasal 5 

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, disusun 

dan dilakukan oleh Panitia Seleksi secara terbuka dalam bentuk surat 

edaran melalui papan pengumuman serta media daring atau on-line 

dengan mencantumkan keterangan tentang lowongan untuk jabatan 

Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi BUMD 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 

paling kurang 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas akhir tanggal 

penerimaan lamaran 

Pasal II 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 

Pada Tanggal 25 Juli 2019 

Diundangkan di Blitar 
Pada tanggal 25 Juli 2019 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

Ttd. 

Rudy Wijonarko 

WAKIL WALIKOTA BLITAR, 

Ttd. 

SANTOSO 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 46 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi 

~.· 

AHMAD TOBRONI, SH 
Pembina Tk I 

NIP. 196709091998031008 
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